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BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

PFERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR ;. 10 TAHLUIN 2002

TENTANCG

RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PELATIHAN KERIA

Memmbang

Menumngat

=

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO),

Bahwa dengan telah terbentuknya kota Metro sebagai Daerah Otonomi,
penyelenggara Olgnom: Dacrah perlu mengatur  pungutan  Tasrah
sebagal sumber; Pendapatan Asli Daerah ;

Bahvwa untuk meningkatkan mutu Sumber Thaya Manusia salah satunva
perlu dilakukan melalui pendidikan luar sekolah berupa Lembaga
Pelatithan Kena, untuk itu perlu dilakukan pembinsan aleh Aparas
Pemerintah vang meliputi pengawasan  pemerintah terhadap lembagy-
lembaga Pelatihan Kera;

Bahwa berdasarkan perimbangan sebapaimana dimaksud huruf a, dan b
serta sesual dengan pasal 82 ayat (27 Undang-undang NMomor 22 Tahun
199% dipandang petlu membentuk peraturan Daerah tentangRetribusi
1zin penyelenggara Pelatihan Kerja |

Undang-undang MNomor 14 Tahun 1969 ‘leniang Ketentuan Pokok
Menzenar ketenagakerjaan (Lembaran Negara BRI Tahun 1969 Nomor
55, Tambahan Lembaran Negara R1 Nomor 2912

Undang —undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(1.embage Megara Tahun 1981 nomor 76, Tambahan
fembaran Mapara 320597,

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 wemang Sistem Pendidikan
MNasional (lembaran Nepara Tahun 1989 Nomor & Tambahan Lembaran
Meparn Nomor 33907,

Undang —undang WNomor |2 Tahun 1999 tentanp Pembentukan
Kabupaten Dan 11 Way Kanan, Kabupaten Dati [ Lampung Timur dan
Eotamadya Dati 11 Metro [Lembaran Negarn Tahun 1999 Nomor 46,
Tambahan T.embaran Negara Nomor 382357,

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Dacrah
{Lembaran Negara Tahun 19599 Nomor 60 Tambahan Lembaran
MNegara Nomor 35359);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999  tentang  Perimbangan
Keusngan amtara Pemerintah Pusal dan Daerah (Lembaran MNepara
Tahun 1999 Nomaor 72, Tambahn Lembaran Megara Momor 384K,
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Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 teniang Perubabhan Undang-
undang  MNomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah {Lembaran Megara  lahun 2000 Momor 246, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4048);

Peraturan Pemaerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pelatihan Kerja:
Keputusan Dewan Perwakilan Rakymt Daerah Kota Mctro Nomor ¢
171, V1S DPRID-EM2002  tentang  Persetujuan  Penctapan  Peraturan

Thaerah Kota Memo temang Retribusi lzin Penvelenggaraan lembapa
Pelarihan Kerja:

Drengan persctujuan ;

DEWAN PERWAKTLAN RAKY AT DAERAH KOTA METRL)

MEMUTUSKAN :

Menctapkan © PERATLRAN DAERAH KOTA METRU TENTANG RETRIBUSL 121N
PENYELENGGARAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA

BAR I
KETENTLUAN UMUM

Pazal 1

Dralam Peraturan Dacrah im vang dimaksud dengan :

b

-0

Daerah adalah Dasrah Kota Metro,

Pemeriniah Daerah adalah Kepala Duerah besena Perangkat Daerah
Olonom vang lamn sebaga Badan Frsekutil Thaerah,

Dewan Perwakilan Rakvat Dweroh (TDPRD) adalah Dewan Perwakilan
Rakyar Dacrah Kota Metrg

. Kepala Dacrah adalah Walikota Metro:

Kas Derah edalah Kas Daerah Kota Metro:

Pelatiban  Kerja adalah  keseluruhan  kegiatan  untuk  memberikan,
memperoleh, memngkatkan  serta mengembangkan  keterampilan
produktifitas, disiplin sikap kerja dan etos kenja pada tingkat keterampilan
fertenlu yane pelaksanaannya lebih mengutamakan prakiek dan pada
feor;

Tein  penyelengzaraan adalah  pernyataan  perlalis  dar phak  vang
berwenans  wvang = membenkan hak untuk mengusshakan
‘menyelengearakan Pelatihan Kerja.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai fujuar
is1 program, bahan pelajaran. dan melods vang digunakan sebagai
pedoman penvelengearaan kegatan belajar mengajar,

kurtkulum Pelatihan Kerja adalah kurikulum vang disusun oleh lembags
Pelatihan Kerjn ontek jenis Pelatihan Kerja vanp  disclenpgmarakan
dilembaga tersebut

[.ehapa latihan Kerja adalah Swatu Badan, Orgamisasi, Inslansi alau
Lembaga vang menvelenggarakan Latihan Kerja hapi anpluntan kerja da
memenuhi persyaratan vang ditetapkan.

. Menteri adalah Mentent yang bertanggung javab di hidang Kefenasa

kerjaan.
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BAB LI

NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2
Peraturan Daerah imi bernama Retnbusi lzin Penyelenpgaraan Lembaga Pelatiban Kena.,
Pasal 3

Obvek Reiribusi adalah senap Penvelenpparaan Lembaga Pelathan Kerja, Daftar 1lang
Penvelenggaraan Pelatthan Kerja, dan Pengesaban Sertifikat Pelatihan Kerja.

Pasal 4
Subyek Retribusi adalah setiap Lembage Pelatihan Kerja vang  diselenggarakan  oleh
perseorangan, sekelompok orang. badan hukum, dan atas badan usaha dengan atau tanpa
mencantumkan kala “Pelatihan Kena” vang menyelenggarakan kepiatan Pelatihan Kena.
BAB 111
GOLONGAN RETRIBUST
Pasal 5
Golomgan Retribusi lzin Penyelenggaraan Pelatihan Kena schapaimana yang dimaksud Pasal 2
Peraturan Daerah mm adalah termasuk Golongan Retribusi Perizinan tertenti.
BAR 1V
TATA CARA PERIZINAN
Pasal &
(17 Setiap orang. sckelompok orang, badan hukum dan badan wsaba vanp menvelengearakan
. Pelatihan Kerja harus mengajukan permohonan izin kepada Kepala Daerah  untuk
memperoleh izin penyelenggaraan;
{2) Untek memperoleh izin sehapaimana dimaksud ayat (1) wajib melengkapi persvaratan
Pelatthan Kerja vang berkaitan dengan © kurikulum, tenaga pendidik, kelengkapan ruang
belajar (sarang dan prasarana pendidikan), serta dilengkapi dengan rekomendasi dari Kepala

Desadlurah dan Camat sctempat;

(3] Pemberian 1zin penyelenggaraan dilaksanakan dan dikeluarkan oleh DinasInstansi vang
ditunjuk olezh Kepala Daerah;

(4) lzin Penyelenggaraan dimaksud avat (1) berlaku selama penyelenggaraan Pelatiban Kerja
hidak berubab jenis kegiatannya;

(31 Bentuk den macamnya izin penvelenggaraan ditentukan oleh Kepala Daerah;

{6} Tzin penyelenggaraan dimaksud avat 13) wajib didailar ulange setiap kali hahis masq
berlakunva,

:'.‘:I Lot Punsay LoPEAY L O A Y T
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(3]

(9}

(7}

4
BAB Y

EETENMTLIAN PERIZITNAN
PPasal 7

Sebelum memperoleh izin penyelenggaraan Lembaga Pelanhan Kera wajib melaporkan
keberadaan Lembaga Pelatihan Kerjo kepada ThinasTnstansi yang ditunjuk oleh Kepala
Daerah dan dibenkan status “Tercatat™;

Apabila selurub persyaratan untuk memperoleh izin penvelenggara telah dipenuhi maka
permohonan izin dapat langsung diproses;

Tenppang waktu dibenikan sekuranpg-kurangnya selama 3 bulan bagi Lembapa Pelatihan
Kerja vang belum dapat memenuhi sebagian persyaratan, Selama tengeang waktu lersebul
Lembaga Pelatihan Kerja yung bersangkutan dalam pembinaan Dinas‘instansi vang
ditunjuk olch Kepala Daerah;,

Evaluasi akan dilakukan dalam tempo | bulan scjak Lembapa Pelatihan Kerja tercatat di
Dinas/Instansi yang ditunjuk oleh Kepala Daerabh  Apabila dalam tempo tersebut Lembaga
Pelathan Kerja yang bersangkutan belum dapat memenuhi persyaratan maka evaluasi gkan
dilakukan pada bulan berikutnya,

Apabila dalam tempa 3 bulan sejak Lembaga Pelatihan Kerja mencatatkan din persyaratan
vang ditentukan tidak dapat dilengkapi maka permohonan izin tidak dapat diproses dan
Lembaga Pelatihan Kerja tersebut dinvatakan ditutup,

setiap Lembags Pelatithan Kerja yang mendapatkan izin wajib memberi laporan :
a. Readnan siswanys Sctiap 3 (tiga) bulan sekali
b. Sectiap akan mengadakan wjian (cvaluasii siswa

lzin Penyelenggaraan Pelatihan Kerja wayib didaftar ulang setiap tahun.
BAEB VI
PENYTELENGGARAAN PELATITIAN KERIA
Pasal B

Dalam penvelengparsan Pelatihan Kerja untuk menjamin muty penvelengmaraan Lembaga
Pelatihan Kerja diwajibkan untuk memenuhi berbagal persvaratan schagaimana yang telah
ditetapkan Pemerintah;

Lintuk membaniu  meningkatkan  mutu keterampilan  kena  Pemerintah  Daerah
mengklasifikasikan Lembaga Pelatihan Kerja dalam 4 tvpe : C. B, A, dan lype khusus vang
masing-masing tvpe berhak mendapatkan kennganan dalam hal lamanya masa perizinan;

Keringanan dalam hal Tamanya masa perizinan diberikan kepada Lembaga Pelatihan Kerja .
A Tvpe C sclama 1 whum

b Type B selamna 2 tahun

¢ Type A selama 3 tahun

d. Type khusus diberikan keninganan izin tetap.

% Rl e, Pl o, PENRLSE L0 MOV TR0 Aoy
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(3)

1)

Bagian kedoa

Sertifikasi

Pasal 9
Untuk memamin mutu penyelenggaraan Pelatihan Kerja setiap penvelenpgara Pelatihan
kena wanb melaporkan keadaan pelatihan kena setiap triwulan meliputi jurmlah siswa,
jumlah staf pengajar, jumlab enags administratit (pengelola), keadaan sarana helajar
mengajar,
sctiap penyelenggara Pelatihan Kena wajib melaksanakan pengujian dan sertifikasi;

Penguyian dan sertifikasi dilaksanakan dalam sckolah untuk Pelatiban Kera;

Setiap penvelengpars Pelatihan Kerja wajib melaporkan pelaksanaan ujian lokal 2 mngEu
sehelumnya, dan akan dimonitor oleh petugas vang ditunjul;

setiap warga belajar vang telah Julus ujian berhak mendapatkan sertifikat dan Lembapa
Pelatihan Kerja,

Pemberian scriifikat wajib mendapat pengesahan dari Kepala Dinas/Tnstansi vang ditunjuk
oleh Kepala Tracrah;
BAR VI
STRUKTUR DAN BESARMNYA TARIP RETRIBUSI
Pazal 10

Setiap Lembaga Pelatihan Kerna yang mendapet persetujuan (zin penvelengpara, dallar
ulang izin penyelenggaraan, dan pengesahan sertifikal wajib mem bevar retribusi;

Besarnya retribusi terscbut Fasal 10 avat (1) ditetapkan sebayai berikn ;

KLIMPLIN PENDIDIE AN JEXIS RETHRIBUSI |
PELATIHAN KERJA lzin Diatllar U lamg Sertifikat

) o ' Penyelengpuran

Tehnik Perbengkclan Type : Type :

I. | Pelatihan Kerja Llektronika C= Rplonodd | C-  Rp 75000 | Rp 1 000/ embar

2 Pelalihan  Kega  Mekanik | D= Rp 150000 | 3=  Rp 100000
Ortomoti F dase Stir mohil A Hp 150,000 | A R 1000 (W00

5. | Pelatihan Keju AC Rp.150.000 | Rp. 100000 |
4. | Pelatihun Kerja Galeng Dinams Rp.150.000 Rep. 100,000 |

{l. |

Rumpun Pendidikan dan, Keschatan | Type | | Type:
i. | Pelamhan Kerjia Adminismasi | A - Kp20.000 | C Rp 175000 | Rp. 1 000/ Lembar
| Rumah Sokit B= Rop. 1 S0.000
2 Pefatihan  Kegja  Asisten | B= Rp (75000 | A—  Rp.125.000
K.ebidanan

(3)

Admunistrasi umtuk masing-masing golongan sebagaimana tersebut avat (1) sebesar 15 %,

LAY Lo B LN ML A
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i
RAR VIN

CARA MENGUKUR TINGEAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 11
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas kriteria yang dapat dipenuhi oleh Lembaga
Pelatihan Kera,
Pasal 12
Prinsip vang dianut dalam penetapan retribusi didasarkan pada tujuan, pemerataan kualitas dan
kebersamaan.
BABR X
WILAY AH PEMUNGLUTAN
asal 13
Retribusi dipungut di wilayah Tiacrah tempat pelavanan diberikan:
& RAR X1
TATA CARA PEMUNGUTAMN
Pasal 14
{1} Pemungutan Retribusi Izin tidak dapat diborongkan;
(2} Retribusi dipungut dengan menggunakan SKED yanp dipersamakan:
BAR XII
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBLSI
Pasal 15

. {1} Pombavaran Retribusi dilaksanakan secara tunai

{2} Pembayaran Retribusi disetc_rrkan langsung ke Bank vang ditunjuk dan bukti setran
pembavaran | (satu} lembar diserahkan pada bendahara penerima Dinas untuk dibukakan,

BAB X111
TATA CARA ATMMINISTRASI PEMBLIK1TAN
I"azal 16
{1} Bukti Setoran Retribust dibukukan pada buky penerimaan Bendahars Penerima Dinas,

(2} Masing-masing unit  kerja  yang melaksunakan  pemungutan  Retribusi wajib
menyclenggarakan Pembukuan atas Penerimasn Retribusi;

7% S i Fre DUPTRG SRR o
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2}

{3

Y

113

7
RABE XY

SANKS| PELANGGARAN
Pasal |7

Terhadap Lembaga Pelatihan Kerja vang tidak mcmatuhn salah safu kelentuan vang
dimaksud dalam Pasal @ dan 7 dikenai sanks1 pelangzaran

3.  Kematan belajar mengajar dihentikan untuk sementara

b Proses pemberian izin penyvelenggan ditunda

¢ Trwajibkan membayar denda.

Wajib Hetribusi yang tidak melakzanakan kewajbannya schimgea merugixan keuangan
Daerah diancam pidans kurungan paling lama 6 (enam) bulan alau denda paling bamak 4
[empat) kali jumlah Retribusy vang terulang

Pengenaan sanksi dilaksanakan atas dasar penintah Kopala Diacrah,

Perolehan atas denda dimaksud avat (1) dan ayat (20 wajih disetorkan ke kas Daerah melalu
Bank yang ditunjuk;

EAR XV
PENYIDMKAN

Pasal 1§

Pejabat Pegawal Megeri Siml terentu dilingkungan Pemcrintah Diacrah yang diberi
wowenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang
perpaiakan dasrah atan retribusi schagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Lralam mclaksanakan {ugas Penyvidik Pepawai Megeri Sipil schagaimana dimaksud ayat (1)

Pasal im berwenang

4 Menerima laporan atau Pengaduan dari scscorany tenlang adanya Tindak Pidana
Pelangearan.

b, Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempal kejadian dan melakukan

Pemeriksann.

Menvuruh berbent seseorang tersangka dan memerikss randa pengeenal diri tersangka.

Melakukan penyitaan benda dan/atau sural dengan Trin Ketun Pengadilan Megeri.

Mengambil sidik jan dan memobrel lersangka.

Memanggl orang untuk didengar dan diperiksa schagai tersangka atau saksi

Mendatangkan orang ahl: vang diperlukan dalam hubungannya dengan Pemeriksaan

Ierkara.

Mengadakan penghentian Penyidikan setelah mendapat petunjuk dan Penyidik baheea

liduk lerdapal cukup bukl alaw penstiva tersebut bukan merupakan tindak Pidana dan

selanmutmyve melalui Penyvidik memberitahukan hal tersebut kepada Ponunout Umumn,

Tersanghka dan keluarpanva.

. Menpgadakan Tindakan lain menurut Hukum yang dapal dipertangpungjawabkan.

= i Hhfn e
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BAR XWVI

KETENTUIAN PENUTLP

Pasal 19

Tata Laksana Peraluran Dactah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan
1acrah, diatur dengan Keputusan kepala Daerah.

I'asal 20
Peraturan Diacrah im mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengelahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dacrah i
dengan menempatkannya dalam Lembaran Dacrah Kota Metro

.‘ Disahkan di :Metro
Pada tanggal : 22 Mei 20402

WALIKOTA MET Rbfi"

deee,

-
(-?.mnzﬁs HERMAN
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BAB XV

KETENTUAMN PENUTUER

Fasal 19

Tata 1.aksana Peraturan Dacrah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan
Daerah. digtur denygan Kepulusan Kepala Daerah,

Pasal 20
Peraturan Dacrah ini mulai berlaky pada tanppeal dindangkan.

Ayt setiap orang dapat mengetahminya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah o
denpgan menempatkanmya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

. Lisahkan di -Metro
Pada tamggal : 22 Mei 20072

WALIKOTA METIRO,
MJ@ .
p——

MOZES HERMAN

20 0y Do, Mo o TR TN W d e
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BAB XV]

KETENTUAN PENLITUF

Tasal 19

Tata Laksana Peraturan Daerah ini merepakan bagian vang tidak terpisahkan dengan Peraturan
Daerah, diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Fasal 20
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal divndangkan.

Agar setiap orang dapal mengetahuinya, memenintahkan pengundangan Peraturan Daerah im
dengan menempatkarnva dalam Lembaran Dacrah Kota Metro,

. [sahkan di Metro
Pada tanyreal @ 22 hea 2002

ALIKOTA METRO,

Aithm
1—-"'"".-‘

MOELES [HERMAN
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERATI KOTA METRO
NOMOR : 10 TAHUN 2002

TENTANG
RETRIBUSI LZIN PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA
A. PENJELASAN UMTM

Dalam ranghka menunjang program pemerintzh Dacrah Kota Metro untuk mengali sumber-
sumber endapatan Asli Daerah mencapai kesejahteraan musvarakat jalur Pelatihan Kerja maka
perlu diadakan pembinaan dan penertiban 1zin penyelenggaran Pelatihan Kerja.

H. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

. Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pazal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal &
Cukup jelas

Pasal 7
. Cukup jelas

Pasal & ayai {4) Sustu Lembaga Pelatiban Kerja diklasifikasikan dalam type:
C. Bila memiliki :
. Prasarana milik sendini alau menyewa vang terdin atas
sekurang-kyrangnya
1. Huangan Kantor
2. Buangan Teori dan Praktck
3. Kamar kecil

Il Sarana yang terdini atas sekurang-kurangnva .
Buku pelajaran /diklat

Alat Praktrek

Meja-kurs

Alman

Papan lis

wh ke Lal o=

111 Personalia vang ferdin atsa sekurang-kurangnya |

1. Pimpinan
2. Pengajar

£ L Pl BT LA 1 R
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11}
VT Jumlan siswa 18 d 16 orang

B. DBila memiliki

I. Prasarana milik sendin atau menyewa vang terdin atas
sekuranyg-kurangnva -
1. Ruang Tata [Isaha
2. Ruanp Pimpinan
3. Ruang Tcon
4. Ruang prakick
5. Kamar Kegil
6. Ruang Tata Usaha
7. Ruang Pimpinan
B Ruang Teorn
49, Ruang praktck
10, Kamar Keal

I, Sarana vang terdirt atas sekurang-kurangnya
Buku pelajaran /diklo

Alat Praktek

Meja-Kursi

Almar

Papan Tulis

Sarana air bersih

Listrik

P L

1. Personalia yang terdiri alas sekurang-kurangnya -
Pimpinan

kepala Bapian Tara Llsaha

Staf Tata Usaha

Siaf Pengajar

£ -

IV.  Jumlah Siswa 16 s.d 40 orang
A Bila Memilila :

. [ Prasarana mibik sendir vang tendin atas -
L.oby/ruang transit

Ruang Tata Usaha

Ruang Fimpinan

Ruang Teori

Ruag Prakiek

Kamar Mandiskecl

[ SV S NI B

Il Sarana vang terdin atas ;
Buku pelajarandikla
Alal prakick
Meja-kurs

Almari

Papan tuhs

Sarama air bersih
Telephon

Listnik

99 1 B e b —

L Personalia vang terdini alas sekurang-kurangnya
1. Pimpinan
2. kepala Bagian Tata Usaha
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3. Kepala Bagian Pendidikan
4, Kepala Bagian Promosi

5, Staf Pengajar

. Staf Tala Usaha

1%,  Jumlah siswa leth dari 40 orang

Type Khusus :  adalah type A vang sekurang-kurangnya dapat
mempertahankan  krilerianva  selama 3 lahun
bermrut-turut.

Pazal Y
Cukup jelas.

Pasal 1€
Culkup jclas.

Pasal ||
Cukup jelas.

. Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

& Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
' Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jclas.

Fasal 20

Cukup jelas,

{ l'ambhahan Lembaran Dasrah Nomor ...}

iy Lot (aussr o PPROH ST SR A



